
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu ditetapkan 
jadwal retensi arsip; 

b. bahwa sesuai surat Kepala Arsip Nasional Nomor B 
PK.02.09 / 64 /2016 tanggal 19 Desember 2016 
perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif 
Fungsi Keuangan dan Kepegawaian ASN dan Pejabat 
Negara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara maka Gubemur Sulawesi Tenggara diberi 
kewenangan untuk menetapkan Peraturan 
Gubemur tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara 
tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tenggara dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
NOMOR: n: TAHUN 2017 

TENT ANG 
JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN 

PEMERINTAH PROVINS! SULA ~NESI TENGGARA 

GUBERNURSULAWBSITENGGARA 

Mengingat 

Menimbang 

L 
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Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Tenggara dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2687); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5071); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 omor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 

Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4097); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 

• 
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Dalarn Peraturan ini yang dirnaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

2. Pernerintah Daerah adalah Pernerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 

3. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara 

4. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyirnpanan yang wajib dilakukan 

terhadap suatu jenis arsip kepegawaian. 

Pasal 1 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI 

ARSIP KEPEGAW AIAN APARA TUR SIPIL NEGARA DAN 

PEJABAT NEGARA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 4263); 

7. Peratu.ran Pemerintah Nornor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 74, 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 5135); 

8. Peraturan Pernerintah ornor 46 Tahun 2011 ten tang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negei Sipil 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nornor 121, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 5258); 

9. Peraturan Pernerintah Nornor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nornor 53, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5286); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nornor 

13 tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lernbaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nornor 13); 

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nornor 35 Tahun 

2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian 

Arsip Nasional Republik Indonesia . 
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(I) JadwaI Retensi Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat 
Negara digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang 
berkaitan dengan arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat 
Negara di lingkungan pemerintah daerah. 

(21 Ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil 
Negara dan Pejabat Negara tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak. terpisahkan dari peraturan ini. 

Pasal 2 

5. Retensi Arsip Kepegawaian adalah jangka . waktu penynnpanan arsip 
mengenai arsip PNS dan pejabat negara. 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi 
bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan program kerja 
yang bekerja pada instansi pemerintah. 

7. Retensi Arsip Pejabat Negara, adalah jangka waktu penyimpanan arsip 
mengenai arsip perseorangan yang merupakan rekaman perjalanan 
karier pegawai negeri/ non pegawai negeri yang diangkat sebagai pejabat 
negara. 

8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara dan 
pejabat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

9. Berkas Perseorangan adalah arsip yang tercipta dalam rangka 
perjalanan karier PNS di lembaga-lembaga negara dan badan-badan 
pemerintah. 

10. Arsip Dokumentasi Kepegawaian adalah arsip yang tercipta dalam 
rangka perjalanan karier PNS yang tercipta dalam proses pembinaan 
kepegawaian oleh pejabat yang berwenang. 

11. Data Kepegawaian adalah informasi mengenai perkembangan karier PNS 
yang disusun berdasarkan arsip dokumentasi kepegawaian dari instansi 
yang bersangkutan. 

12. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang 
berisi sekurang-kurangnya berisi jangka waktu penyimpanan atau 
retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang 
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau 
dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutaan dan 
penyelamatan arsip. 
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(1) ,Jadwa1 Reterrsi Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat 
Negara digunakan lembaga negara dan pemerintahan daerah sebagai 
dasar untuk menyusun JRA Kepegawaian bagi setiap lembaga negara 
dan pemerintahan daerah. 

Pasal 7 

Rekomendas.i sebagairnana dirnaksud dalam pasal 3 ayat (3) dituangkan 
dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, 
dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan: 
a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip 

tersebut tidak memiliki nilai guna; 
b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap merniliki nilai guna 

kesejarahan; dan 
c. keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap 

berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan kepegawaian. 

• 
Pasal 6 

(1) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai, 
(2) Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak selesainya hak dan kewajiban kepegawaian Aparatur 
Sipil Negara dan pejabat negara dan/ a tau setiap tahun anggaran 
berakhir. 

Pasal 5 

Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini 
• memperhatikan ketentuan untuk kepentingan pertanggungjawaban 

kepegawaian. 

Pasal 4 

Negara memuat jenis arsip/dokumen, retensi atau jangka waktu 
s1mpan rnrnirnal, dan keterangan. 

(2) Retensi arsip atau jangka waktu simpan minimal untuk arsip 
kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan untuk 
retensi aktif dan retensi inaktif. 

(3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat rekomendasi 
yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau 
dipermanenkan. 

Pasal 3 
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JRA kepegawaian ASN dan Pejabat Negara yang sedang dalam proses 
persetujuan harus sudah disesuaikan dengan Pedoman Retensi Arsip 
Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara paling lama 3 (tigaJ 
bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini. 

Pasal 10 

Jenis arsip kepegawaian PNS dan pejabat negara pada pemerintahan 
daerah provinsi meliputi: 
a. formasi pegawai; 
b. pengadaan pegawai; 
c. pembinaan karir pegawai; 
d. penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai; 
e. mutasi pegawai; 
f. administrasi pegawai; 
g. kesejahteraan pegawai; 
h. pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun; 
1. perselisihan I sengketa kepegawaian; 
J. usul pemberhentian dan penetapan pensrun pegawai/ janda/ dudanya 

dan PNS yang tewas; 
k. berkas perseorangan PNS; 
1. berkas perseorangan pejabat negara; 
m. berkas perseorangan pejabat lainnya; dan 
n. berkas perseorangan kepala desa. 

Pasal 9 

Pemerintah daerah dalam menentukan retensi aktif dan retensi inaktif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan kriteria sebagai 
berikut: 
a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan 

pertanggungjawaban di unit pengolah; dan 
b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit 

kerja terkait dan kepentingan lembaga. 

Pasal 8 

(2) Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip kepegawaian. 

(3) Dalam menetapkan JRA kepegawaian, lembaga negara dan pemerintahan 
daerah harus: 
a. menetapkan retensi tidak kurang dari batas minimal jangka waktu 

penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan 
b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman retensi. 
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• BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGAF..A TAHUN 2017 NOMOR ./1 

NURALAM 

LUKMAN ABUNAWAS 
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Diundangkan di Kendan · 
Pada tanggal \a - Lj - 201 7 
SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara. 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .. 

Pasal 11 
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Halaman 1 dari 17 

NO. JENIS DOKUMEN / ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN Keterangan 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 
I PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

A RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) 

1. Penyusunan Prioritas Plafon Anzzaran (PPA) 

a. Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra 
- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en 
- Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) anggaran berakhir 

b Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en . DPRD dan Pemda anggaran berakhir 

c. KUA beserta Nota Kesepakatannya 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en anggaran berakhir 

d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en anggaran berakhir 

e. Nota Kesepakatan PPA 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en anggaran berakhir 

f Prioritas Plafon Anggaran 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en anggaran berakhir 

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN 
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
NOMOR 
TANGGAL: 
TENT ANG 
JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

• 



Halaman 2 dari 17 

NO. JENIS DOKUMEN / ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN Keterangan 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 
2. Penvusunan Rencana Keria Anzzaran Satuan Keria Peranzkat Daerah (RKA-SKPD} 

a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah 2 tahun setelah tahun 3 tahun Musnah anggaran berakhir 

b. Dokumen RKA-SKPD 2 tahun setelah tahun 3 tahun Musnah anggaran berakhir 

3. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) 

a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD: 
- Nota Keuangan Pemerintah 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen 
- Materi RAPBD anggaran berakhir 

b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah anggaran berakhir 

c. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en anggaran berakhir 

d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta Lampirannya 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en anggaran berakhir 

Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD beserta 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en e. penjabarannya anggaran berakhir 

f. Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en anggaran berakhir 

g. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta Penjabarannya 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen anggaran berakhir 

• 



Halaman 3 dari 17 

NO. JENIS DOKUMEN / ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN Keterangan 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 

h. Peraturan Daerah (PERDA) tentang APED 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en anggaran berakhir 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 

a. Penvusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan 
1) Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra Perubahan 

- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en 
Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) anggaran berakhir - 

2) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah anggaran berakhir 

3) KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatan 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen anggaran berakhir 

4) Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en anggaran berakhir 

5) Nota Kesepakatan PPA Perubahan 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en anggaran berakhir 

6) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan 2 tahun setelah tahun 3 tahun Permanen anggaran berakhir 

b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan 

Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris 2 tahun setelah tahun 3 tahun Musnah l) Daerah anggaran berakhir 

2) Dokumen RKA-SKPD Perubahan 2 tahun setelah tahun 3 tahun Musnah anggaran berakhir 

• 



• 

JI~ H !JBp j, UBWB(BH 

1 ~.1aq i.rn.re23u-e U31.rnw.I3d unq-el £ 
unq-el q-e1a+as unq-e+ 0 

q-e.1a-ea Sµ-Bl3.Df3S mfruastp tfe!3l 2i.rn,( OcDiS (VdO~) i.rn.re23uv i.rn-etreS)fe!3d uawn)fOQ u-e2u-eoi.rn~ "£ 

U31.IBU.l.13d unqm £ IftpfB.I3q i.rn.re23i.rn 
"Bl0)1/U3+"Bdnq"B)! (2i.rnqua.1snw) i.rnu~u-eqwad "Btre0U3~ q-e.reM"BAsnw f!S"BH "('.; 

unq-el q-e1a+as untpn 0 

U31.IBU.l.13d unq-e+ c .lltpfB.13 q u-e.re23tre 
i.rn+-eumoa)I (2u-equa.1snw) i.rnu~u-eqwad -ei.rnoua~ q-e.reM-eAsnw f!S"BH · 1 unq-el q-e1a+as unq-el 0 

.NVH\l'ODNV NVNfiSnAN:ild a: 

U3treU.l.13d unq-el £ IftpfB.I3q tre.re23i.rn 
i.rnq-eqniad Q8dV 2U"B+U3l (va~3d) lf8.l3"BQ tre.lTil"B.13d (8 urrqm tfB{3+3S UTilf8l z 

U31.IBU.l.13d un qm £ IftpfB.13q u-e.re23i.rn 
-e,(uu-e.req-efuad -e+.1asaq .1nU.Iaqno qa10 ueq-eqn.1ad 08dV -ep.1ad i.rnd-elaUad (l UTilf8l tfB{3+3S urrqm z 

U3treU.l.13d unqm £ IftpfB.I3q tre.re23tre 
ueq-eqniad 08dW 'Bi.rn+U3l µa'BaN =i-ea !-13lU3JN !S"BTI("BA3 f!S"BH (9 unq-e+ tfB!3l3S urrqaa 0 

U31.IBU.l.13d unq-e+ £ 
Ifll.>[e.13 q tre.re23tre -e,(uu-e.req-eruad -eµasaq u-eq-eqn.1ad 

(s unq-el q-e1a+as unq-el 0 08dW 2ue.ua+ µa'BaN =i-ea ua.uaw -ep-eda)f 1s-eni-eA3 i.rnuoqoUllad u-eredum,(uad 

U3U"BU.l.13d unq-e+ £ 
IftpfB.I3q i.rn.re23tre 

"BAUtreifd=1 -eµasaq i.rnq-eqn.1ad 08dV u-e.req-efuad tre'Bi.rnou-e~ uawn)fOQ (t, ururei t{"B{3+3S urrqai 0 

uatreUllad urrqaa £ 
IftpfB.l3q i.rn.re23u-e treq-eq TI.13d 

(£ unq-e+ q-e1a.as unq-el 0 08dV -ep.1ad-e~ 'Btre+ua+ q-e.1a-ea -ei-eda)! u-ep a~dO -e.re+tre -ew-es.1aq u-enfn+as.1ad uawn)foQ 

U31.IBU.l.13d unq-e+ c IftpfB.l3q i.rn.re23tre lf8.l3"BQ lf8ltrµ3W3d trep (a~dO) q-e.1a-ea l"Bh)f"B~ U"ef!)f"BM.I3d treM.30 qa10 
(0 unq-el tfB!a+as unq-ei 0 ueq-eqn.1ad (08dW) q-e.1a-ea -efi.rn1as trep lm+"BdBpUad tre.re23uv -ei.rnoua~ i.rns-eq-eqwad f!S"BH 

Q8dW U3l"BW - IftpfB.Iaq ue.re23u-e 
U3U"BU.l.13d unq-el £ urrqai lf8!a+as unq-e+ 0 {feltrµ3W3d i.rn2treTI3)1 "BlON - 

08d~ q-e.1a-ea Lrn.lTil"B.Iad i.rn'Bu-eoi.rn~ trep ire+uµawad tre'Btrena)I "B+ON m+tre2uad (l 
(O~dO) q-e.1a-ea l"Bh)f"B~ U"ef!)f"BM.I.ld treM3Q 

-epBda)f u-eq-eqn.1ad q-e.1a-ea l3fue1aa Ullp tre+-ed-epuad tre.ie'B'Buv tre2treotre~ Ul3fBdU.l"BAU3d ·o 
s t;, E t t 

~U11,1aia>1 .!11.L>IV NI ..!II.L>l\f 
dISRV I N3Wn>1oa SI.Nae' "ON NVdWIS fi.L>l\f.M V>IO.NV.C' 



Halaman 5 dari 17 

NO. JENIS DOKUMEN / ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN Keterangan 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola 2 tahun setelah tahun 3 tahun Perman en Keuangan Daerah (PPKD) anggaran berakhir 

c PELAKSANAAN ANGGARAN 

2 tahun setelah Perda tentang 
pertanggung jawaban APBD 

1. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS disahkan, dan Tindak Lanjut 5 tahun Dinilai kembali 
Hasil Pemeriksaan telah 

selesai 

2. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 

2 tahun setelah Perda tentang 
pertanggung jawaban APBD 

1) Surat Ketetapan Pajak Daerah disahkan , dan Tindak Lanjut 5 tahun Perman en 
Hasil Pemeriksaan telah 

selesai 

2) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah, antara lain: 5 tahun Musnah 
2 tahun setelah Perda tentang 

Pajak Kendaraan Bermotor pertanggungjawaban APBD 
- disahkan, dan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan telah 
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selesai 

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 
- Paiak Air Permukaan 

2 tahun setelah Perda tentang 
pertanggungjawaban APBD 

3) Surat Ketetapan Retribusi Daerah disahkan, dan Tindak Lanjut 5 tahun Perman en 
Hasil Pemeriksaan telah 

selesai 

• 



I 

NO. JENIS DOKUMEN/ ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN Keterangan 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 
41 Bukti Pembayaran Retribusi, antara lain: 

a) Retribusi Jasa Umum 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 
- Retribusi Pelayanan Kesehatan pertanggungjawaban APED 
- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan disahkan, dan Tindak Lanjut 
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Hasil Pemeriksaan telah 
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat selesai 
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
- Retribusi Pelayanan Pasar 
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 
- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 

b) Retribusi Jasa Usaha 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pertanggung jawaban APED 
- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan disahkan, dan Tindak Lanjut 
- Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Pemeriksaan telah 
- Retribusi Terminal selesai 
- Retribusi Tempat Khusus Parkir 
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 
- RetribusiPenyedotan Kakus 
- Retribusi Rumah Potongan Hewan 
- Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal 
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 
- Retribusi Penyebrangan di Atas Air 
- Retribusi Pengolahan Lim bah Cair 
- Retribusi Peniualan Produksi Usaha Daerah 

c) Retribusi Perizinan Tertentu 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pertanggungjawaban APED 
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol disahkan, dan Tindak Lanjut 
- Retribusi Izin Gangguan Haail Pemeriksaan telah 
- Retribusi Izin Travek selesai 

2 tahun setelah Perda tentang 
pertanggungjawaban APED 

d) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas disahkan, dan Tindak Lanjut 5 tahun Musnah 
Hasil Pemeriksaan telah 

selesai 

Halaman 6 dari 17 
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NO. JENIS DOKUMEN/ ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN Keterangan 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 

2 tahun setelah Perda tentang 
pertanggung jawaban APBD 

2) Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten disahkan, dan Tindak Lanjut 5 tahun Musnah 
Hasil Pemeriksaan telah 

selesai 

2 tahun setelah Perda tentang 
pertanggungjawaban APBD 

3) Dana Alokasi Umum (DAU) disahkan, dan Tindak Lanjut 5 tahun Musnah 
Hasil Pemeriksaan telah 

selesai 

2 tahun setelah Perda tentang 
pertanggungjawaban APBD 

4) Daerah yang tidak Menerima DAU disahkan, dan Tindak Lanjut 5 tahun Musnah 
Hasil Pemeriksaan telah 

selesai 

2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 

5) 
pertanggungjawaban APBD 
disahkan, dan Tindak Lanjut Dana Alokasi Khusus (OAK) 

Hasil Pemeriksaan telah 
selesai 

c. Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah 
2 tahun setelah Perda tentang 
pertanggung jawaban APBD 

1) Alokasi Dana Penyesuaian disahkan, dan Tindak Lanjut 5 tahun Musnah 
Hasil Pemeriksaan telah 

selesai 

2 tahun setelah Perda tentang 
pertanggung jawaban APBD Musnah, kecuali daerah yang 

2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah disahkan, dan Tindak Lanjut 5 tahun memperoleh dana otonomi 
Hasil Pemeriksaan telah khusus, Permanen 

selesai 

2 tahun setelah Perda tentang 
pertanggungjawaban APBD 

3) Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat disahkan, dan Tindak Lanjut 5 tahun Dinilai Kembali 
Hasil Pemeriksaan telah 

selesai I J 

Halaman 8 dari 17 i 
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NO. JENIS DOKUMEN / ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN Keterangan 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 

2 tahun setelah Perda tentang 
pertanggungjawaban APBD 

4) Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat disahkan, dan Tindak Lanjut 5 tahun Musnah 
Hasil Pemeriksaan telah 

selesai 

2 tahun setelah Perda tentang 

Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau pertanggungjawaban APBD 
5) Sumbangan Pihak Ketiga disahkan, dan Tindak Lanjut 5 tahun Musnah 

Hasil Pemeriksaan telah 
selesai 

2 tahun setelah Perda tentang 
pertanggungjawaban APBD 

d. Surat setoran bukan pajak (SSBP) disahkan, dan Tindak Lanjut 5 tahun Musnah 
Hasil Pemeriksaan telah 

selesai 

2 tahun setelah Perda tentang 
pertanggungjawaban APBD 

e. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) disahkan, dan Tindak Lanjut 5 tahun Musnah 
Hasil Pemeriksaan telah 

selesai 

Selama barang dimiliki, dan 
f. Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Tindak Lanjut Hasil - Perman en 

Pemeriksaan telah selesai 

Selama piu tang belum 

g. Dokumen Piutang Daerah tertagih, dan Tindak Lanjut - Perman en Hasil Pemeriksaan telah 
selesai 

Selama investasi masih ada, 
h. Dokumen Pengelolaan Investasi dan Tindak Lanjut Hasil - Permanen 

Pemeriksaan telah selesai 

3. Belanja 

' 

Halaman 9 dari 17 lei 
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Halaman 10 dari 17 

NO. JENIS DOKUMEN/ ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN Keterangan 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 

2 tahun setelah Perda tentang 
pertanggungjawaban APED 

a. Dokumen Belanja langsung disahkan, dan Tindak Lanjut 5 tahun Musnah 
Hasil Pemeriksaan telah 

selesai 
- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang Jasa 

- Belanja Modal 

b. Dokumen Belanja tidak langsung 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 
- Pegawai pertanggungjawaban APED 
- Hibah disahkan, dan Tindak Lanjut 
- Belanja Bagi Hasil Hasil Pemeriksaan telah 
- Subsidi selesai 
- Bunga 
- Bantuan Sosial 
- Bantuan Keuangan 
- Belanja tidak terduga 

4. Pembiayaan Daerah 
a. Bukti Penerimaan Pembiayaan 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 

- SiLPA pertanggung jawaban APED 
- Dana Cadangan disahkan, dan Tindak Lanjut 
- Dana Bergulir Hasil Pemeriksaan telah 
- Pinjaman Daerah selesai 
- Pengalihan Piutang PBB P2 menjadi PAD 

b. Bukti Pengeluaran Pembiayaan 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 
- Jnvestasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir pertanggung jawaban APBD 
- Penyertaan Modal pada BUMD disahkan, dan Tindak Lanjut 
- Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD Hasil Pemeriksaan telah 
- Pengeluaran dari Dana Cadangan selesai 
- Pembiayaan Bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) 
- Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemda 

• 



NO. JENIS DOKUMEN / ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN Keterangan 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 
5. Dokumen Penatausahaan Keuangan 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 

- Surat Penyediaan Dana (SPD) pertanggung jawaban APBD 
- Surat Permohonan Pembayaran (SPP) disahkan, dan Tindak Lanjut 
- Surat Perintah Membayar (SPM) Hasil Pemeriksaan telah 
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selesai 

2 tahun setelah Perda tentang 
6. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana pertanggung jawaban APBD 5 tahun Musnah 

- Buku Kas Umum (BKU) disahkan, dan Tindak Lanjut 

Buku Kas Pembantu (BKP) Hasil Pemeriksaan telah - selesai - Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek 
- Rekening Koran Bank 
- Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi 
- Bukti Penyetoran Pajak 
- Register Penutupan Kas 
- Serita Acara Pemeriksaan 
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), 
- Laporan Pendapatan Negara 
- Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Tiwulan/Semesteran 

2 tahun setelah Perda tentang 3 tahun Musnah 
pertanggungjawaban APBD 

7. Daftar Gaji disahkan, dan Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan telah 

selesai 

Se lama yang bersangku tan 

8. Kartu Gaji masih jadi pegawai, dan 3 tahun Diniali kembali Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan telah selesai 

2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 
pertanggung jawaban APBD 

9. Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) disahkan, dan Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan telah 

selesai 

10 I Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari: 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Perman en 
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pertanggung jawaban APBD 
- Neraca disahkan, dan Tindak Lanjut 
- Laporan Arus Kas Hasil Pemeriksaan telah 
- Catatan atas Laporan Keu angan (CaLK) selesai 

I 

Halaman 11 dari 17 ~ 
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f Halaman 12 dari 17 

NO. JENIS DOKUMEN / ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN Keterangan 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 
D BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI 

l. Perrnohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book) 1 tahun setelah Diterbitkan 3 tahun Perman en 

1 tahun setelah Loan 3 tahun Perman en 
2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book) 

Agreement Ditandatangani 

5 tahun Perman en 

3. Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya 2 tahun setelah perjanjian 
pinjaman berakhir 

4. Dokumen Loan Agreement (PHLN) seperti : Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat 2 tahun setelah perjanjian 5 tahun Perman en 
dengan Lender pinjaman berakhir 

5. Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana 2 tahun setelah perjanjian 5 tahun Di.nilai kembali 
pinjaman berakhir 

6. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut Lampirannya : 2 tahun setelah perjanjian 5 tahun Dinilai kembali 

- Reimbursement pinjaman berakhir 

- Direct Payment/Transfer Procedure 
- Special Commitment/ LI C Opening 
- Special Account/ Imprest Fund 

7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice) 2 tahun setelah perjanjian 
5 tahun Dinilai kembali pinjaman berakhir 

8. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana, 2 tahun setelah perjanjian 5 tahun Dinilai kembali 
SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya. pinjaman berakhir 

9. Replenishment (perrnintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi antara lain : No Objection 2 tahun setelah perjanjian 5 tahun Dinilai kembali 
Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), pinjaman berakhir 
Statement of Expenditure (SE) 

10. Staff Appraisal Report 2 tahun setelah perjanjian 
3 tahun Dinilai Kembali pinjaman berakhir 

I 

1 

• 
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1 i Halaman 14 deri 17 

• 

NO. JENIS DOKUMEN / ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN Keterangan 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 

2 tahun setelah Perda tentang Musnah, setelah menjadi 4. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran pertanggungjawaban APBD 5 tahun laporan keuangan disahkan 

G PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN 

1. Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan 5 tahun Musnah 
Pembantuan, tennasuk Specimen Tanda Tangan 2 tahun setelah Perda tentang 

pertanggung jawaban APBD 
disahkan 

2. Berkas Pennintaan Pembayaran (SPP) dan Jampirannya : 5 tahun Musnah 
- SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil 2 tahun setelah Perda tentang 
- Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya pertanggung jawaban APBD 

a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank clisahkan 
- Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report clan Serita Acara Penyelesaian Pekerjaan 

5 tahun Musnah 
2 tahun setelah Perda tentang 

3. Buku Rekening Bank pertanggung jawaban APBD 
clisahkan 

4. Keputusan Pembukuan Rekening Selama rekening masih aktif - Permanen 

5. Pembukuan anggaran terdiri : 5 tahun Musnah 

Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register clan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Selama rekening masih aktif 
Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), clan Rekening Koran 

H PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN 

1. Berkas Penerimaan Keuanga.n Pelaksanaan dan Togas Pembantuan Tennasuk Dana Sisa atau 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Perman en 
Pengeluaran Lainnya pertanggungjawaban APBD 

clisahkan 

2. Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, clan PPn, clan Derida Keterlambatan 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 
Menyelesaikan Pekerjaan pertanggung jawaban APBD 

clisahkan 



f 

NO. JENIS DOKUMEN / ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN Keterangan AKTIF INAKTIF 
1 2 3 4 5 
I PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU 

l. Penyusunan Anggaran Pilkacla clan Biaya Bantuan Pemilu dari APED 

5 tahun Perman en 
2 tahun setelah Perda tentang 

a. Kebijakan Keuangan Pilkacla clan Penyusunan Anggaran Eantuan Pemilu pertanggungjawaban APED 
clisahkan 

Peraturan/Pecloman/Stanclar Belanja Pegawai, Barang clan Jasa, Operasional clan Kontingensi 2 tahun setelah Perda tentang 
b. untuk Biaya Pilkacla clan Bantuan Pemilu pertanggungjawaban APBD 5 tahun Permanen 

clisahkan 

2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 
Bahan Usulan Rencana Kegiatan clan Anggaran (RKA) Pilkacla KPUD dan Panwascla Provinsi, c. PPK, PPS, KPPS clan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas pertanggungjawaban APED 

clisahkan 

2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 
cl. Berkas Pembahasan RKA Pilkada clan Eantuan Pemilu pertanggungjawaban APED 

clisahkan 

2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 
e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkacla dan Bantuan Pemilu Provinsi pertanggungjawaban APED 

clisahkan 

2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 
Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkacla KPUD clan Panwas Provinsi clan 

f. Bantuan Eiaya Pemilu dari APBD pertanggungjawaban APED 
clisahkan 

2 tahun setelah Percla tentang 5 tahun Musnah 

g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkacla pertanggungjawaban APED 
clisahkan 

h. Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkacla, clan Bantuan Biaya Pemilu dari 2 tahun setelah Percla tentang 5 tahun Musnah 
APBD 

pertanggungjawaban APED 
disahkan 

Halaman 15 dari 17 
p 

• 



NO. JENIS DOKUMEN / ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN Keterangan 
AKTIF INAKTIF 

1 2 3 4 5 
1. Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 

pertanggungjawaban APBD 
disahkan 

J PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU 

l. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 
Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu pertanggung jawaban APBD 

disahkan dan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan telah 

selesai 
2. Berkas Penerimaan Kornisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Sunga, Pelaksanaan ,._. ......................... ~....... ........ ·- ........... -- ---· -- ·o 5 tahun Musnah 

Pilkada/ Pemilu pertanggung jawaban APBD 
disahkan dan tindak lanjut 

hasil pemeriksaan telah 
' 

3. Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 
Sunga, Jasa Giro pertanggung jawaban APBD 

disahkan dan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan telah 

selesai 

4. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 
pertanggung jawaban APBD 
disahkan dan tindak lanjut 

hasil pemeriksaan telah 
selesai 

5. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah 
Peru bahan/ Pergeseran/ Revisinya pertanggung jawaban APBD 

disahkan dan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan telah 

selesai 
K PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU 

l. Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan / 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Dinilai kembali Pergeseran / Revisinya pertanggung jawaban APBD 
disahkan dan tindak lanjut 

hasil pemeriksaan telah 
selesai 

2. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD Provinsi, Panwasda dan 1 tahun setelah diperharui 5 tahun Dinilai kembali 
Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) PPK dan Panwas dan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan telah selesai I 

Halaman 16 dari 17 ~ f • 

• 



Halaman 17 dari 17 

GUBERNUR1~ENGGARA~-i--- 

/ 
NURALAM 

b. Tuntutan Ganti Ruzi 

a. Tuntutan Perbendaharaan 2 tahun setelah hak dan 
kewajiban habis 

2 tahun setelah tagihan 
tuntutan perbendaharaan/ 
tuntutan ganti rugi dilunasi 

4. Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah: 

Perman en 5 tahun 3. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional: 

a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) 
b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) 
c. Tindak Laniut/ Tanzzanan LHP 

2 tahun setelah 
ditindaklanjuti 

Perman en 5 tahun 2. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal 2 tahun setelah 
ditindaklanjuti 

Permanen 5 tahun 2 tahun setelah 
ditindaklanjuti 

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan 1. Keuangan 

5 3 4 2 
AKTIF INAKTIF 

L PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH 

Keterangan JENIS DOKUMEN / ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN 

Perman en 

1 

NO. 

.. 

• 

• 

• .. 


